BAB IV 
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk127872112]Disparitas yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang tidaklah bisa dihindarkan. Setiap kasus dengan jenis pelanggaran yang sama pasti menimbulkan putusan yang berbeda. Karena tidak ada suatu perbuatan yang benar-benar sama serta jumlah kerugian negara yang dinikmati pelaku pun berbeda.
2. [bookmark: _Hlk127872141]Persepsi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) bahwa hakim tidak pernah menjatuhkan vonis di bawah batas minimum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu segala hal yang termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dan juga unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 2  Ayat (1)  yaitu setiap orang, dengan sengaja, melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Semua unsur haruslah terbukti, jika salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa bisa di bebaskan. Namun hakim mempertimbangkan kembali dari jumlah kerugian uang negara yang digunakan oleh pelaku, hakim juga memiliki keyakinan pada dirinya sendiri yang berasal dari hati nuraninya untuk memutuskan perkara dan hal itu tidak diatur dalam undang-undang serta tidak ada pada diri orang lain.

B. Saran
Berdasarkan uraian sebelumnya, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk127872200]Untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam pemidanaan, hakim perlu lebih bijak lagi dalam menggunakan dan menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam memberikan putusan agar menghindari terjadinya disparitas dalam pemidanaan, sehingga putusan hakim bisa diterima oleh pelaku dan masyarakat secara umum.
2. Aparat penegak hukum harus memberikan pengertian serta pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan adalah suatu perbedaan yang wajar dan memiliki alasan yang pasti. Namun disparitas yang tidak mempunyai landasan tidak pasti itulah yang tidak boleh dilakukan dan diterapkan dalam pemidanaan. 
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